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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kualifikasi Deposito Scripless Pasca-UU P2SK, secara formil, deposito 

tanpa warkat telah memiliki kepastian hukum yang kokoh melalui 

sinkronisasi POJK Nomor 12/POJK.03/2021 dan UU ITE yang 

menyetarakan validitas catatan elektronik dengan bilyet fisik 

konvensional. Namun, secara substantif masih terdapat kelemahan 

dalam penerapanya. Jika terjadi data mismatch akibat serangan siber 

atau kegagalan sistem, rigiditas LPS yang hanya bersandar pada 

database internal bank berisiko mengorbankan nasabah, mengingat 

bukti screenshot gawai memiliki nilai pembuktian yang lemah 

(probative value) di persidangan. 

2. Implikasi Hukum Suku Bunga di Atas TBP LPS, penempatan dana pada 

bank digital yang melewati batas Suku Bunga Penjaminan 

mengakibatkan hak proteksi nasabah hangus secara absolut dan 

simpanan dikategorikan sebagai Simpanan Tidak Layak Bayar (Pasal 

19 UU LPS). Status nasabah terdegradasi menjadi Nasabah Non-

Penjaminan yang hak dananya digantungkan pada sisa hasil penjualan 

aset (residual assets) oleh Tim Likuidasi. Peluang pengembalian dana 

sangat tipis (zero recovery) karena posisi klaim nasabah berada di 

urutan paling akhir dan diperparah oleh karakteristik bank digital yang 

menganut asset-light model (minim aset fisik). 
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B. Saran 

1. Kepada Regulator (OJK dan LPS), diharapkan dapat 

mengupayakan perumuskan regulasi teknis bersama 

mengenai standardisasi kontrak digital melalui penerapan 

fitur pop-up notification dan persetujuan khusus (explicit 

consent click) agar bank digital tidak menyembunyikan 

klausul penafian risiko (disclaimer). Selain itu, LPS harus 

membangun sistem cloud pencatatan data real-time yang 

independen sebagai backup pelindung untuk mengatasi 

risiko siber dan data mismatch. 

2. Kepada Bank Digital dan Masyarakat Konsumen, 

penyelenggara bank digital wajib memperbaiki desain 

antarmuka aplikasi (user interface) agar informasi 

ketidakjaminan produk disajikan secara jujur dan transparan 

sesuai Pasal 50 POJK Nomor 22 Tahun 2023. Di sisi lain, 

masyarakat selaku konsumen harus meningkatkan literasi 

keuangan siber, dengan aktif memantau batas TBP resmi 

serta mendokumentasikan e-statement berkala secara 

mandiri daripada sekadar mengandalkan visual saldo 

aplikasi. 
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